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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang subsitusi kuasa pengacara

perempuan terhadap pengucapan ikrar talak “studi analisis putusan no 1923 / pdt.g
/2009 / Pengadilan Agama Tulungagung menurut hukum islam hukum islam ”
. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan tentang
subsitusi kuasa perempuan terhadap pengucapan ikrar talak? Bagaimana analisis
hukum positif terhadap subsitusi kuasa hukum perempuan? Bagaimana analisis
hukum Islam tentang subsitusi kuasa hukum perempuan mengucapkan ikrar talak?

Data penelitian dihimpun melalui teknik inferview dan observasi selanjutnya
dianalisis dengan menggunakan mengggunakan pola pikir deduktif kemudian di tarik
kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Setelah mengkaji dan menguraikan
beberapa permasalahan yang menyangkut tentang kuasa hukum perempuan dalam
Ikrar Talak maka dapat ditarik kesimpulan dibawah ini sebagai berikut :

Bahwa pengucapan ikrar talak yang diucapkan oleh Kuasa Hukum Perempuan
dalam ikrar talak maka dapat di tarik kesimpulan di bawah ini sebagai berikut :

Hukum islam ternyata tidak membolehkan, artinya ikrar talak yang di
ucapkan oleh kuasa hukum perempuan tidak sah. Karena bahwasan menurut jumhur
ulama talak bersifat faabuddy ( mengandung makna jbadah ), karenanya tidak sah
seseorang yang menceraikan istrerinya kecuali menggunakan lafazd yang
disebutkan dan diajarkan di dalam kitab suci AL-Qur’an. Tiga lafazd itu ialah : (1) “
thalag’, (2) “ firag”, (3) “ sirah”. oleh karena itu seorang suami tidak boleh
menyerahkan talaknya ketangan isterinya.

Maka Itu jelas bahwa seorang kuasa hukum perempuan tidak boleh artinya
tidak sah mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama sebagai kuasa
dari suami ( laki-laki ).

Bahwa dalam hukum positif di Indonesia tidak menyatakan adanya,
pembatasan suatu kewenangan dan otoritas dari seorang kuasa hukum perempuan
dalam menyelesaikan suatu perkara, karena di dalam undang-undang nomor 4 tahun
2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa baik laki-laki
maupun perempuan mempunyai kedudukanya yang sama dihadapan hukum, dengan
tidak membeda-bedakan.untuk itu kuasa hukum perempuan boleh di beri kuasa
menangani perkara talak namun ketika pengucapan ikrar talak di subsitusikan pada
pengacara laki-laki.

Dengan demikian seorang kuasa hukum perempuan dalam ikrar talak ditinjau
dari hukum islam tidak boleh dan tidak sah mengucapkan ikrar talak di depan sidang
Pengadilan Agama mewakili suami atau seorang laki-laki.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau misa qon gholidha untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakanya merupakan ibadah (pasal 2 Undang-undang perkawinan
Indonesia 2007).! Dalam sebuah perkawinan, tujuan utamanya adalah untuk
membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan selalu di rahmati oleh
Allab agar _menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa,” namun pada kenyatanya semua hal yang diharapkan tidak
begitu saja kita dapatkan dengan mudah tanpa adanya rintangan dan dalam
sebuah keluarga yang di dasari dari dua sifat yang berbeda dan dua karakter yang
berbada pula pastilah ada perbedaan pendapat yang terkadang menimbulkan
perselisihan dan percekcokan di antara keduanya suami dan istri, terkadang hal
tersebut yang membuat hubungan keduanya menjadi renggang dan apabila
masalahnya tidak cepat diselesaikan, maka kerenggangan itu menjadikan
hubungan mereka semakin menjauh dan hatipun sulit untuk disatukan kembali,
sehingga keadaanpun tidak menjadi lebih baik dan dirasakan bahwa kehidupan

suami istri tidak dapat dilanjutkan lagi, Untuk memutuskan hubungan suami istri

' Wipress, Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007, h. 75
? Ibid, h.2



harus melalui prosedur perceraian yang telah ditentukan oleh hukum-hukum
yang telah diatur seperti halnya ketika menikah yang harus melewati prosedur
hukum yang telah ditentukan, hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya
perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai
terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh
dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, schingga hanya dalam keadaan yang
tidak dapat dihindarkan itu saja, perceraian diizinkan dalam syariah, perceraian
walau diperbolehkan tetapi tetap dipandang bertentangan dengan asas-asas
Hukum Islam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw:

C)PLJUJO;,qJ\éy}cJ.abJJ;M&ocdjbﬂcﬂJ;;\ﬁ:b- c.—\,ﬁdﬁfurb-
(g1 o ohyy) "IN B J) I il 1B Ly ade B Lo S 5 as o

Artinya: “Katsir bin Ubaid, Muhammad bin kholid menceritakan pada kami
dari muarrif bin washol dan dari muhaarib bin ditsaarin dari ibnu umar
bahwa Rasulullah saw. Bersabda: ‘“Barang yang halal yang paling
dibenci Allah ialah percersian (talag)”. (HR Abi Daud ).}

Dalam hukum positif juga terdapat peraturan yang menyangkut
perceraian, yaitu dari UU Perkawinan pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “
perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak. ” dalam masalah perceraian Pengadilan Agama tidak membuka

lebar-lebar pintu perceraian begitu saja, bahkan Pengadilan berupaya sekuat

tenaga untuk menutup pintu tersebut, apabila alasan perceraian tidak terpenuhi

3 Abi Dawud, sunan Abi Dawud, riyad, 202:275 H



serta masih adanya harapan untuk dapat hidup rukun kembali.* dengan cara
mendamaikan keduanya dengan prosedur Undang-undang yang telah
ditentukan yang diupayakan oleh Pengadilan Agama. Dalam sengketa yang
berkaitan dengan perkara perceraian, maka tinadakan hakim dalam
mendamaikan  pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan
persengketaanya adalah mengupayakan agar tidak terjadinya perceraian.’
Apabila upaya perdamaian tidak tercapai maka sidang perceraianpun berlanjut
dan dalam sidang perkara apabila pemohon tidak dapat hadir maka dapat di
wakilkan kepada kuasa hukum. Karena kuasa hukum diberi kuasa untuk
memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang
memerlukanya, baik berupa nasehat maupun bantuan hukum aktif, baik di dalam
maupun di luar Pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela dan
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klienya.®
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.’
Prinsip Negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesedrajatan bagi

setiap orang di hadapan hukum (" equality before the law ). Oleh karena itu,

Undang-undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak

4 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung 2000, h. 167

5 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata, Bandung 2007 h. 169

® Tutik Titik Triwulan, /imu Hukum, Jakarta 2006, h. 251

" Tutik titik triwulan, Hukum Perdata Dalam Sstem Hukum Nasional, Surabaya 2008, h. 1



mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindunngan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perkembangan hukum yang semakin kompleks dan dinamis, menuntut
seseorang harus berperilaku serba profesional dalam segala hal, tak terkecuali
orang yang menggugat ataupun menghadapi sebuah gugatan di Pengadilan.
Terkait dengan hal tersebut, tidak selalu seseorang siap melakukanya sendiri,
dikarenakan padatnya rutinitas atau karena seseorang menyadari bahwa dirinya
tidak menguasai masalah hukum dan aturan main dalam berpekara di
Pengadilan, sehingga ia memandang perlu mewakilkan kepada orang lain yang
lebih menguasai masalah hukum dan aturan mainya tersebut, dengan harapan
mendapatkan ending yang menyenangkan.

Alasan atau faktor inilah yang membuat seseorang cenderung
menggunakan jasa profesi advokat untuk berpekara di Pengadilan. Sebagai
mana dalam HIR ( Herziene Inlandsch Reglement Buitengewesten) pasal 123
ayat ( 1) yang berbunyi : jika dikehendakinya, maka kedua belah pihah itu
boleh di bantu atau di wakili oleh kuasa, yang berarti memberikan ketentuan
bahwa apabila dikehendaki para pihak berpekara dapat menunjuk kuasa hukum
sebagai wakilnya dalam melakukan legal action di lembaga peradilan.8 Dengan
demikian rutinitas yang dipandangnya lebih penting tidak terganggu sekaligus

urusan berpekaranya dapat berjalan terus dan mendapatkan kemudahan.

® Tresna, HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h.105



Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan berNegara, peran dan fungsi advokat sebagai
provesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang
penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lain.

Advokat merupakan profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator
bagi para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara, baik yang berkaitan
dengan perkara pidana, perdata termasuk perdata khusus yaitu bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu seperti yang
tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama maupun
tata usaha Negara. la juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran,
dan menegakan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan
pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Lahirnya era globalisasi telah memunculkan / menyebabkan
bermunculnya para advokat perempuan sebagai konsekuensi logis dari
semisal nilai demokratisasi, emansipasi, reformasi, liberalisasi dan sebagainya.
Sekarang kaum hawapun mempunyai hak yang sama dalam turut serta
meramaikan dunia profesi advokat. Keberadaan advokat perempuan sekarang
telah bersaing dengan para advokat laki-laki.

Hanya saja apakah keberadaan para advokat perempuan tersebut

mampu merambah semua otoritas dan jenis perkara beserta detail-detailnya



sebagaimana advokat laki-laki ataukah masih ada detail hukum yang mungkin
tidak bisa dijangkau atau dirambah oleh otoritas advokat perempuan. Hal ini
seperti dalam perkara permohonan cerai talak, di dalam perkara tersebut apakah
boleh atau tidak seorang kuasa hukum perempuan mengucapkan ikrar talak
untuk seorang suami ( laki-laki ) terhadap istrinya di depan sidang Pengadilan
Agama, ataukah harus menguasakan lagi kepada seorang kuasa hukum laki-laki
untuk pengucapan ikrar talak dimana ada pendapat yang membolehkan dan
tidak membolehkan. Untuk menjawab perbedaan tersebut. Penulis bermaksud
menganalisa dari sudut pandang analisis putusan hakim, bagaimana pelaksanaan
putusan ikrar talak dan bagaimana ukum pengucapan ikrar talak yang dilakukan
oleh pengacara perempuan menurut hukum islam.

Dalam hukum Islam, yaitu dalam kajian figh, istilah “ Kuasa Hukum ”
memang tidak dikenal, namun pembahasanya telah termasuk dalam bab al-
wakalah® Dalam bab tersebut bisa disimpulkan ada beberapa aspek muatan
hukum, antara lain adanya subyek hukum ( pemberi dan penerima kuasa ) dan
obyek hukum ( hak dan wewenang yang dilimpahkan ). Dengan demikian
menurut penulis, pada waktu itu masyarakat muslim telah mempraktekan
adanya “ penunjukan kuasa ” dalam prosesi pelaksanaan hukum.

Dalam hukum positif diatur juga ketentuan-ketentuan hukum terkait

dengan kuasa hukum. Seperti pasal 1792 BW yang berbunyi : pemberian kuasa

° Sayid Sabiq, Terjemah Fikih Sunnah, Bandung , 1987, h. 55



adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada
seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu
urusan. ' dan pasal 1 Undang-undang 48 tahun 2009 ayat ( 1) tentang
ketentuan- ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa :
“kekuasaan kehakiman adalah keckuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan
pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
demi tersclenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia ”. Dalam realita
kehidupan masyarakat yang komplek ternyata ada perbedaan pendapat para
praktisi hukum tentang otoritas kuasa hukum perempuan. Dimana kuasa hukum
perempuan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat
mewakili segala proses persidangan bersangkutan. Apakah menguasakan pada
seorang kuas tidak terkecuali dapat mengucapkan ikrar talak seorang suami
di depan sidang Pengadilan Agama. "'

Dengan demikian apabila tidak ada kesepakatan antara para praktisi
hukum dengan argumen yang kurang detail dan memadai, maka hukum dan
peraturan-peraturan tersebut akan senantiasa tertinggal oleh perubahan-
perubahan yang terjadi dalam masyarakat, akibatnya hukum itu sendiri tidak
akan ditaati lagi dalam lingkungan masyarakat dalam hal ini, penting untuk

dibahas dari sudut pandang hukum Islam dan positif serta pembaharuan hukum

19 pramudiji Soesilo, Burgerlijk Wetboek wipress, 2007 h.403.
" Hasil Rumusan Diskusi Hukum Hakim, Pengadilan, 2010



perdata terhadap putusan pelaksanaan yang telah terjadi dalam Pengadilan
Agama. Karena Islam adalah agama sempurna mengatur semua aspek
kehidupan, tak terkecuali masalah hukum. Umat Islam sedikit banyak
mendambakan dan menginginkan berlakunya hukum Islam dalam kehidupan
schari-hari. Kemudian tepat juga dipandang dari sudut pandang dan
pembaharuan hukum perdata karena hukum yang berlaku di Pengadilan
Agama Indonesia saat ini.

Dalam rangka permsalahan yang terjadi diatas, penulis menulis skripsi
yang berjudul :
Subsitusi Kuasa Pengacara Perempuan Terhadap Pcnggcapan Ikrar Talak
“Studi Analisis Putusan No 1923 / Pdt.G /2009 / Pengadilan Agama,

Tulungagung dengan Perspektif Hukum Islam ™

B. Rumusan Masalah
Dari beberapa uraian tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan
yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan subsitusi pengacara perempuan terhadap pengucapan
ikrar talak di Pengadilan Agama berdasarkan putusan No. 1923 / pdt.g /
Pengadilan Agama Tulungagung?

2. Bagaimana subtitusi kuasa pengacara perempuan terhadap pengucapan ikrar

talak menurut hukum positif dan hukum Islam ?



C. Tujuan Penelitian

1.

2.

Tujuan penulisan yang penulis ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:
Mendeskripsikan bagaimana penerapan pelaksanaan pengucapan ikrar talak
dalam putusan perkara ikrar talak di Pengadilan Agama.

Untuk menganalisis tentang subsitusi pengucapan ikrar talak pada kuasa

hukum perempuan menurut hukum positif dan hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penclitian

Kegunaan hasil penulisan skripsi ini mencakup 2 ( dua) hal, yaitu:

1) Segi teoritis

2)

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan berguna baigi pengembangan
ilmu pengetahuan dalam arti membina dan memperkuat penyempur- naan
penelitian ini, khususnya memperluas wacana kita tentang dunia konstitusi
dan lembaga hukum.

Segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik bagi
penulis maupun pembaca tentang hukum terkait dengan otoritas seorang
kuasa hﬁkum perempuan dalam ikrar talak. Dan menambah hasanah ilmu
pengetahuan untuk Metodologi mempertajam daya kritis pemikiran terhadap
permasalahan dalam hukum Islam dan hukum positif, terutama dalam
perkembangan pembaharuan hukum perdata masalah otoritas seorang kuasa

hukum perempuan dalam ikrar talak.
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E. Definisi Oprasional
Sebelum penulis membahas lebih lanjut tenta;lg pengucapan ikrar talak
dan juga dengan tujuan agar tidak terjadi mis understanding (kesalah pahaman)
dalam memahami istilah-istilah pokok yang dipakai oleh penulis, maka penulis
menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang

nantinya berfungsi sebagai landasan operasional, Penulis uraikan lenkap kata

sebagai berikut :
Subsitusi : penggantian, pcrwakilan12
Ikrar Talak : ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi

salah satu sebab putusnya pe:rlcawinan.13

Hukum Positif : seperangkat peraturan yang di peroleh dari keputusan dan
ketentuan ketentuan yang di buat oleh badan-badan hukum
yang berwenang berdasarkan permasalahan yang terjadi saat ini.

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah
rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan
diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang
beragama Islam. Dalam hal ini terkait dengan masalah

pengucapan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan.

2 partanto, Kamus Ilmiah Popular, Arkola, Surabaya, 2001 h.729
13 Undang-undang Perkawinan Indonesia, h.206
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F. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Bertempat di Pengadilan Agama tulungagung, JI. Ir. Sockarno Hatta
2. Subyek Penelitian
Penulis mengambil subyek penelitian ini, Hakim Pengadilan Agama
Tulungagung, Panitera dan Petugas-petugas yang berkaitan langsung dengan
perkara pengucapan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan, yang mana
pada akhirpya hakim memutuskan putusan tersebut.
3. Data yang dikumpulkan
a. Data putusan Pengadilan Agama mengenai pengucapan ikrar talak yang
di lakukan oleh pengacara perempuan
b. Data interview dari beberapa pakar hukum, hakim dan kuasa hukum
c. Dokumentasi Pengadilan Agama Tulungagung mengenai perkara yang
terjadi dan perkara yang telah di putuskan oleh hakim Pengadilan Agama
Tulungagung.
4.Sumber data
Penggunaan dalam sumber data penelitian ini yang digunakan adalah
sumber data primer :
Interview dari ahli hukum seperti hakim, panitera dan petugas-petugas
Pengadilan Agama yang berkaitan langsung dengan perkara pengucapan ikrar

talak yang dilakukan oleh perempuan.
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Sumber data skunder :

Undang-undang tentang ikrar seperti dalam penjelasan Undang-undang
serta penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku
kepustakaan hukum, hasil penelitian hukum , hasil karya ilmiah dari kalangan
pakar hukum. Pendapat para ahli hukum dan yang terdapat dalam kamus
sedangkan untuk menunjang dalam penjelasan yang diperlukan maka penulis
meggunakan data-data primer maupum skunder.

5.Teknik pengumpylan data |
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi analisis.
Dengan menggunakan metode interview sebagai bahan untuk mengambil dan -
pengumpulan data dari responden yang menjawab pertanyaan dari peneliti.
Mengenai pengucapan ikrar talak di samping menggunakan metode interview
penulis juga menggunakan metode dokumentasi untuk melengkapi data yang
diperlukan.
6. Teknik Analisis data
Dalam teknik penulisan data ini, penulis memaparkan duduk perkara di
Pengadilan Agama tentang ikrar talak, data yang dikumpulkan mengenai
fakta putusan hakim dalam menyelesaikan perkara. Dengan adanya data yang
akurat terhadap fakta-fakta yang ditemukan, Maka Analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Dengan pola pikir deduktif,

yaitu persoalan yang di mulai dari teori-teori umum atau sifat general
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mengenai putusan dan ikrar talak di korelasikan dengan duduk perkara yang
terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung. Kemudian kekhususan dalam
pencarian kesimpulan permasalahan tersebut, metode ini digunakan untuk

menganalisis dalam perkara pengucapan ikrar talak

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman tulisan ini, sistematikanya disusun
sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang langkah-langkah penelitian yang terdiri
dari : latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang terdiri dari uraian tentang
Kuasa hukum advokat dalam hukum positif dalam Undang-undang nomor 18
tahun 2003 tentang advokat dan hukum islam, yang meliputi : pengertian jasa
hukum, dan bantuan hukum.

Pengalihan kuasa, yang meliputi : pengalihan kekuasaan menurut
hukum positif pasal 1795, pasal 1796 KUHper dan pengalihan kekuasaan

menurut hukum Islam.
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Bab ketiga, berisi data penelitian tentang Putusnya perkawinan Karena
Putusan Pengadilan, Talak yang diserahkan dan diwakilkan, Kuasa Hukum
Advokat Perempuan dalam Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama.

Bab keempat, berupa analisis tentang masalah yang terdiri dari :
putusnya perkawinan di Pengadilan dan talak yang di subsitusikan kuasa
hukum perempuan dalam ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama yang
mclibuti: tinjauan hukum positif dan hukum Islam, Dan hukum pengucapan
ikrar talak atas kuasa hukum perempuan di depan sidang Pengadilan.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran



BABII

KUASA HUKUM ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kuasa Hukum Menurut Hukum Islam

Islam sebagai Agama sempurna, memberikan atensi yang tinggi di dalam
masalah hukum begitupun terhadap status dan kewenangan kuasa / wakil.
Dimana hampir semua kitab figh konvensional membahasnya secara rinci dan
mendalam. Walau sebenarnya dalam figh tidak dikenal istilah kuasa hukum,
namun pembahasanya telah termasuk dalam bab al-wakalah.

Adapun pengertian al-wakalah adalah bermakna : ar tafwidlh (
penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat ) yang dimaksudkan
disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-
hal yang dapat diwakilkan."*

Sedangkan sayid sabiq mendefinisikan pemberian kuasa atau al-wakalah
secccara bahasa sebagai tafwid’ yang berarti penyerahan, pendelegasian dan
pemberian mandat."’

Islam mensyri’atkan wakalah karena manusia membutuhkanya. Tidak
semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusanya secara pribada.
Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain ( mediator ) untuk

melakukanya sebagai wakil darinya.

" Sayyid sabiq, Terjemahan figih sunnah 13, PT AL ma’arif, Bandung, 1987,
% Ibid, h 226

15
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Hal ini telah di jalankan pada masa rasulullah SAW, mewakilkan di
dalam mengurus untanya, membagi kandang dan kulitnya dan lain-lainya. Dan
kaum muslimin berijma’ atas membolehkanya, dan bahkan mensunahkanya,
karena termasuk jenis ta’awun ( tolong- menolonng ) atas dasar kebaikan dan
taqwa, yang oleh Al-Qur’an diserukan dan disunnahkan oleh Rasullah.'

Allah berfirman dalam surat al- Maidah ayat 2 :

N Q\\
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi‘ar
Allah[389], dan jangan melanggar kehormat an bulan-bulan haram{390),
Jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yaf391], dan binatang-
binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang
yang mengunjungi Baitullah sedang mercka mencari kurnia dan
keredhaan dari Tuhannyaf393] dan apabila kamu telah menyclesaikan
ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sckali-kali
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya
(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya.

Ulama’ malikiyah dan safi’iyah dan hanabilah berpendapat, bahwa

wakalah adalah :

1 Ibid, h.57
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o5 3 B2 J B E G B T e el
Artinya : ‘“Penyerahan hak (wewenang) yang dapat diwakilkan kepada orang
lain agar dilakukan pada saat pemberi kuasa masih hidup.”
Menurut ulama dan safi’iyah bahwasanya wakalah sebagai berikut :
ol o 3a g e I ek )
Artinya : “Penunjukan seseorang terhadap orang lain sebagai penggantinya

untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan ( oleh syari’at ) dan

telah diketahui ( atau discpakati oleh kedua belah pihak ). w7

Dengan demikian pemberian kuasa bisa diartikan suatu perjanjian
dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang
menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam hal
ini bahwa penerima kuasa tidak boleh bertidak melebihi hak dan wewenang
yang diberikan oleh pemberi kuasa.

Dengan demikian hukum islam sudah mengantisipasi terhadap
kebutuhan masyarakat, terlihat jelas dalam dalam deskripsi mengenai wakalah,
untuk itu penerima kuasa hanya bertindak atas nama pemberi kuasa dan tidak
boleh bertindak melebihi hak dan wewenang yang diberikan oleh pemberi

kuasa bukan atas dirinya sendiri.

'7 Wahbah Zuhaili, Kitab A/ Figh Al Islam Wa Adillatuhu, H.150
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Berdasarkan pengertian al wakalah di atas maka dapat disimpulkan
bahwa didalam wakalah ada beberapa muatan hukum, antara lain adanya
subjek hukum ( pemberi kuasa dan penerima kuasa) dan obyek hukum ( hak
dan wewenang yang dilimpahkan ).

Untuk sahnya suatu pelimpahan kewenangan ataun penenjukan.

Kuasa sendiri dalam islam dapat melalui 2 bentuk :
a. Wakalah khusus
Yaitu penunjukan yang memuat pemyataaq secara jelas dan rinci
perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang wakil. Seperti perwakilan
untuk membeli sebuah rumah dengan menyebut secara rinci cirri-cirinya.
b. Wakalah umum
Pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum yang
meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Seperti kata-kata engkau
adalah wakilku dalam segala hal. '*
Pemberian kuasa berakhir dengan sendirinya apabila terjadi hal-hal
sebagai berikut :
a. Meninggalnya salah seorang dari yang berakad, atau menjadi gila. Karena
salah satu syarat wakalah adalah hidup dan berakal. Apabila terjadi

kematian, dalam keadaan ini wakalah tidak mempunyai makna lagi.

'® Abdur rahman al-jaziri, Kitab al-figh * ald Mazahib al-arba ah, juz 111, h.162
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b. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun ia
belum tahu.ini menurut mazhab Asy Syafi’l dan Hambali. Apa yang ada
di tanganganya setelah pemutusan menjadi amanat statusnya.

c. Wakil memutuskan sendiri. Tidak diperlukan orang yang mewakilkan
mengetahui pemutusan dirinya atau tidak diperlukan kehadiranya.
Pengikut-pengikut mazhab Hanafi mensyariatkan yang demikian, agar
tidak terjadi hal yang tidak diingihkan ( bahaya).

d. Orang yang memberikan kuasa keluar dari kepemilikan.w‘

Kuasa terhadap seorang perempuan dalam perkara cerai talak.
Hukum islam menentukan bahwa talak adalah hak suami, dengan alasan
bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan akal dalam
mempertimbangkan sesuatu, sehingga tidak cepat mengucapkan kata talak
sewaktu marah. Sedangkan perempuan lebih cepat emosi yang biasanya
bertindak atas dasar emosinya dengan sedikit pertimbangan. Di samping
alasan tersebut, ada beberapa alasan di berikanya hak talak pada suami,
antara lain :

a. Akad nikah di pegang suami sebab suami menerima ijab dari istrinya saat
akad nikah.”

b. Suami wajib membayar mahar saat akad nikah, sehingga membayar juga

mut’ah setelah mentalak istrinya.

1% Sayid sabiq, Terjemah Figh Sunnah Jilid 13, h.66
2 Ibid, juz 11, h 211
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c. Suami wajib member nafkah istri pada masa perkawinan dan iapun harus
memberi nafkah istri pada masa perkawinan dan iapun harus memberi
nafkah pula pada saat istri menjalani masa iddah.

d. Perintah mentalak dalam al-qur’an dan hadist ditujukan pada suami. 2
alasanya lainya adalah : resiko perceraian yang wajib ditanggung suami
cukup berat. Sesudah perceraian betul-betul terjadi laki-laki harus
melunasi mahar bila masih ada tunggakan, wajib memberikan mut’ah
dan nafkah iddah. >

Para ahli figh mengklasifisikan pemberian kuasa secorang suami
kepada orang lain untuk mentalak istrinya ke dalam 3 cara yaitu :

a) Taukil yaitu : suami memberikan kuasa kepada orang lain agar bertindak
menceraikan istrinya seperti dengan ucapan “ Aku wakilkan kepadamu
dalam mentalak istriku”.

b) Tafwidl yaitu : penyerahan urusan talak ke tangan istri untuk mentalak
dirinya sendiri.

¢) Risalah yaitu pemindahan ucapan talak kepada seorang utusan seperti
seorang suami berkata kepada orang lain “ Pergilah ke Fatimah,

sesungguhnya suamimu berkata kepadamu” “ Pilihlah dirimu.””

2! Soemiyati, hukum perkawinan islam dan uu perkswinan, h.106
22 K amil, Muhammad, a/ifi bahasa ansori umar, figh wanita, h.390
2 Azuhaili wahbah, figh islam wa adilatuhu, juz IX, h.6935
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Artnya : Golongan selain hanafiah berpendapat : bahwa kuasa terhadap
anak yang belum dewasa tidak sah karena ia bukan orang yang
terkena taklif hukum-hukum islam. Dan oleh karena dia juga
tidak cakap bertindak untuk dan atas nama orang lain.
Demikian pula orang perempuan tidak sah bertindak sebagai
kuasa untuk dan atas nama orang lain dalam bertindak hukum
mengikat tali perkawinanya sendiri, maka ia juga tidak
berwenang (cakap) bertindak hukum mengikat tali perkawinan
orang lainyd*

Dapat disimpulkan bahwa mazhab syafi’i, maliki dan hanbali sepakat
berpendapat bahwa seorang suami tidak boleh menguasakan atau mewakilkan
kepada perempuan lain dalam urusan mentalak istrinya, sehingga jika jatuh
talak maka talaknya batal ( tidak jatuh ). Lain halnya dengan mazhab hanafi
talak tersebut sah.

Sedangkan yang membolehkan kuasa cerai talak kepada orang
perempuan adalah memandangnya sebagai pengecualian, yakni bentuk kuasa
yang berlaku diluar kebiasaan dari bentuk kuasa pada umumnya.

Hal ini tergambar jelas dari definisi istilah tafwild oleh mazhab hanafi

dalam kitab al-figh al-islam wa adilatuhu sebagai berikut :

¥ Kitab, Al-figh al-islamy wa adilatuiu, juz IX, h.2999
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Artinya : “Pemberian kuasa seorang svami kepada orang lain selain istrinya
untuk mentalak istrinya, dan tafwid adalah menjadikan urusan atau
kepemilikan hak talak ditangan istri agar ia dapat mentalak dirinya
sendiri.”
Adapun bentuk talak tafwidl yaitu :
1. Pilihlah dirimu
2. Urusanmu terserah kamu
'3, Talaklah dirimukalau kau suka®®

Para ulama’ membolehkan tafwild di atas dasar firman Allah SWT

yang berbunyi :
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Artinya : 28. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu

sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah
supaya kuberikan kepadamu mut'ahf1212] dan aku ceraikan kamu
dengan cara yang baik.
29. dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan
Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka
Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik
diantaramu pahala yang besar.

5 Ibiid, h.6936
% Ibid, figh sunnah, juz 11, h.141
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Ayat tersebut menceritakan tentang kasus, Allah SWT memerintahkan
Rosul-nya memberi hak kepada istri-istrinya untuk memilih antara dua, pilihan
yaitu :

a. Kehidupan dunia dan perhiasanya.
Jika memilih yang ini, hak mut’ah mereka akan dipenuhi dan mereka akan
diceraikan atas dasar syari’at Allah.

b. Memilih Allah dan rosul-nya serta kehidupan akhirat.
Jika memilih ini mereka tidak diceraikan, kepada mereka di janjikan
pahala yang sangat besar disisi Allah SWT. Dari ayat tersebut dapat
disimpulkan bahwa jika maraca ( istri-istri nabi ) memilih dirinya sendiri
maka perbuatan tersebut sebagai talak, jatuhlah talak atas mereka.

Mencermati uraian siapa dan apa peranan kuasa hukum diatas, baik
menurut ahli figih, maka jelaslah eksistensinya bahwa kuasa hukum adalah
orang yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa tanpa ada hak
baginya untuk melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi
kuasa. Dalam hal ini pemberi kuasa dapat mengkontrol apakah penerima kuasa
bertindak sesuai dengan kewenangan atau tidak. Implisit dari acuan tersebut,
pemberi kuasa juga dapat menggugat penerima kuasa jika bertindak

melampaui wewenang atau merugikan dirinya.
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B. Pengalihan Kuasa
1. Menurut Hukum Positif

Dalam kaitan hubungan antara seorang klien dengan advokat, surat
kuasa diartikan sebagai suatu dokumen penting yang dapat dijadikan bukti
bahwa seorang klien telah menunjuk seorang advokat atau lebih untuk
mewakili dan bertindak dalam suatu perbuatan hukum. Tanpa surat kuasa
dari klien, advokat tidak berwenang melakukan perbuatan apapﬁn yang
mengatas namakan klien dalam menyelesaikan perkara.27

Secara umum pengertian surat kuasa adalah suatu dokumen dimana
isinnya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang kepada pihak lain
untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Sedangkan
menurut pasal 1792 KUH.perdata memberikan pengertian, pemberian kuasa
adalah :
“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan
kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya
menyelenggarakan suatu urusan .

Dimaksud dengan “melaksanakan / menyelenggarakan sesuatu’
menurut pasal 1792 di atas adalah melaksanakan suatu perbuatan hukum
yaitu perbuatan yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban

yang mengikat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.

2 Yudha pandu, klien dan advokat dalam praktek, hal.81
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Peraturan perundang-undangan tidak mengatur bahwa para pihak
dalam suatu perkara harus mewakilkan kepentingan kepada orang lain.
Disamping itu juga sering terjadi bahwa pihak materiil memerlukan wakil (
advokat ) untuk beracara disidang Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama
pasal 70 ayat ( 4 ), sidang Pengadilan penyaksian Ikrar Talak dihadiri oleh
pihak pemohon dan termohon. Ini brarti suami istri hadir dalam persidangan.
Cuma, kehadiran mereka menurut undang-undang tidak mesti secara pribadi
atau in-person. Dapat di artikan baik suami maupun istri dapat diwakili oleh
kuasa. Dengan demikian undang-undang memberi kemungkinan bagi seorang
kuasa mengucapkan Ikrar Talak.?®

Maka kuasa yang mewakili istri cukup didasarkan surat kuasa khusus
biasa, dan tidak mesti berbentuk otentik. Dengan surat kuasa khusus biasa,
kuasa dpat mewakili kepentingan hukum istri dalam sidang penyaksian Ikrar
Talak. Hal ini perlu dijelakan, agar pihak pejabat Pengadilan tidak bersikap
berlebih memberati pihak istri dalam pembuatan surat kuasa.

Namun seorang kuasa hukum tidak boleh melampui kuasa yang telah
di berikan, seperti yang terdapat dalam pasal 1797 BW berbunyi :

“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampui kuasanya;

kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai,

%% Yahya harahap, kedudukan, kewenagan dan acara peradilan Agama, h 231



26

tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada
keputusan wasit "
2. Menurut Hukum Islam
Untuk sahnya suatu pelimpahan kewenangan atau penunjukan kuasa

terdapat beberapa rukun ( rukun wakalah ), ada empat, yakni 2
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Artinya : Rukun wakalah ada empat, yakni :

1. Sesuatu yang diwakilkan, dengan syarat :
a. Milik kekuasaan pihak yang berwakil
b. Mungkin diwakilkan
c. Jelas diketahui sifat dan macamnya

2. Pemberi kuasa / yang berwakil syaratnya adalah yang berwenang secara
pribadi untuk melakukan perbuatan yang diwakilkan, baik kewenangan
tersebut berdasarkan milik atau wilayah kekuasaan.

3. Penerima kuasa / wakil, syaratnya adalah berwenang untuk melakukan
perbuatan tersebut untuk dirinya.

4. Shigat yakni adanya ijab, sedangkan qabul bukanlah sesuatu yang wajib.

Deskripsi fukaha’ mengenai rukun wakalah tersebut, menurut penulis,
membuktikan bahwa “ penunjukan rasa” telah dipraktekan secara luas oleh
masyarakat muslim dalam lalu lintas perbuatan hukum, baik didalam maupun

di luar ruang lingkup Pengadilan. Asumsi penulis mengacau kepada

¥ Syarbaini, Kitab Mughni Al-Mubhtsj, Dan Al Fikri1l, h.218-219
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b. Syarat-syarat yang mewakili

Dan disyaratkan pada orang yang mewakili; orang berakal, kalau
dia orang gila atau idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan,
maka tidak sah.

Adapun perwakilan anak kecil yang dapat membedakan menurut
mazdhab hanafi sah karena ia seperti orang yang sudah baligh, didalam
tindakan persoalan- persoalan dunianya. Dan karena amar bin sayidah
ummu salamah mengawinkan ibunya kepada rosullah saw, dimana pada
waktu itu ia masih kecil yang masih belum baligh.

c. Syarat-syarat untuk hal yang diwakilkan

Disyaratkan pada hal yang diwakilkan ( muwakkal fih ) adalah
bahwa ia diketahui oleh orang yang mewakili, atau tidak diketahui ia itu
buruk laku. Kecuali diserahkan penuh oleh orang yang engkau kehendaki.

Dan disyaratkan pula bahwa hal itu dapat diwakilkan.
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Artinya : “Dan disyaratkan dalam wakil pada umumnya adalah sahnya
melakukan perbuatan yang diizini dalam perwakilan itu, jika tidak
maka tidak sah tindakanya sebagai wakil, karena jika seseorang
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tidak kuasa bertindak untuk dirinya maka lebih tidak berkuasa
untuk bertindak bagi orang lain. Dan keluar dari ketentuan umum
itu beberapa hal sebagai pengecualian, seperti seorang perempuan
ia dapat bertindak sebagai wakil dalam menjatuhkan talak kepada
perempuan lain, dan seperti seorang yang dungu dan hamba sah
bertindak sebagai wakil dalam menerima nikah tanpa izin wali dan
orang tuanya tetapi tidak sah mendapatkan izin sah bertindak
sebagai wakil dalam mempersilahkan seseorang masuk kedalam
rumah, atau sebagai wakil dalam menyampaikan hadiah, sekalipun

anak {stebut tidak sah bertindak langsung atas namanya tanpa
izin.”

d. Cerai Talak
Talak ( thalag ) menurut bahasa berarti melepasakan ikatan ( hallul
qoid ), atau dapat berarti pula meninggalkan, dan memisahkan. Adapun
menurut  istilah, adalah suatu ungkapan untuk melepaskan ikatan
perkawinan. Atau secara lebih jelas ialah pelepasan tali perkawinan dengan
hafal “ thalaqg ” yang semakna dengan hafal itu, semisal “ firag” dan “
sirah” %

Talak adalah hak yang sepenuhnya ada ditangan suami setelah
pernikahan berlangsung. Seorang lelaki setelah melakukan akad nikah
mempunyai hak talak tiga terhadap isterinya, tetapi tidak demikian bagi
istri. Dalam penerapanya talak dianggap sah apabila dijatuhkan secara
sadar oleh seorang suami yang sehat akalnya dan baligh.

Sedangkan bagi istri syariat memberikan jalan untuk memutuskan

ikatan perkawinan dengan suaminya, jika suaminya ternyata buruk

! Sayid Alawiyi, Tarsyihul-Mustafidin, PT .Bunkul Indah, Surabaya, H.242
32 Sayid Al Bakri, Tegjemah I'anatuth Tholibin V1, Toha Putra, Semarang, H.3
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akhlagnya, atau karena cacat, atau perbuatanya menimbulkan madhorot
bagi istri, sementara suami tetap bersikukuh untuk mempertahankan
utuhnya perkawinan, yaitu dengan mengadukan persoalanya kepada hakim,
dengan memohon agar menjatuhkan talak suami kepada dirinya.
Macam-Macam Talak
Secara garis besar talak dibagi beberapa macam diantaranya sebagai
berikut :
1. Talak yang dijatuhkan secara langsung
Syari’at islam dalam memberikan ketentuan hukum kepada
umatnya, melibat kepada kondisi umum keadaan manusia. Karena islam
adalah Agama yang sempurna, dimana hukum islam didalamnya
sebenarnya memperingan umatnya dan bukan memberatkan. Begitupun
dalam talak, seorang suami mempunyai hak talak atas istrinya karena
memang kodarat fisik laki-laki yang berbeda dengan wanita, kestabilan
emosi dan ketangguhan intelektual serta tanggung jawab yang berbeda
antara laki-laki dengan wanita dalan rumah tangga, maka Allah telah
memilih dan menetapkan hak talak berada ditangan suami.
Jatuhnya talak menimbulkan hak-hak yang mengikut pada bekas
istri yang bersifat maliyah dimana suami wajib memenuhi. Jika seorang
suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya secara langsung dengan

tanpa syarat, maka seketika itu pula telah terjadi perceraian antara suami
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dengan istri. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya :
engkau saya talak ~. maka ucapan suami seperti itu hukumnya berlaku
scketika setelah ucapan tersebut keluar dari lesan orang yang
mengatakanya dengan sadar dan berlaku kepada pihak yang
dimaksudkanya. Dan seketika itu pula timbul hak yang bersifat maliyah
bagi bekas istri, yaitu nafkah iddah dan mut’ah, yakni yang ini tidak
mungkin dilakukan oleh wanita.

Didalam pengucapan talak dapat menggunakan lafal yang jelas (
sharih ), dan dapat menggunakan kata kiasan ( kinayah ). Lafal yang sharih
ada tiga kata dimana tiga kata tersebut terdapat da!a-m al-qur’an, yaitu :
thalaq, firaq, dan sirah. Sedang lafal kinayah ialah setiap ungkapan yang
mengandung arti ganda, yaitu dapat berarti cerai dan dapat berarti yang
lain. Misalnya kalimat : pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Jika kata
tersebut dimaksudkan untuk mencerai istrinya maka jatuhlah talaknya,
sedangkan jika yang dimaksudkan untuk mencerai istrinya maka jatuhlah
talaknya, sedangkan jika yang dimaksud dalam kata tersebut bukan untuk
mencerai istrinya maka tidaklah jauh talaknya. Jadi dalam pengucapan
lafal antara yang sharih tidak diperlukan dengan niat, karena seseorang
tidak boleh bermain-bermain dengan lafal / kata tersebut. Sedang lafal

kinayah, talak jatuh ketika ada niat dalam pengucapan lafal itu.
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Allah SWT menjelaskan ketententuan hukum talak dalam berbagi
ayat didalam Al-qur’an, yaitu surat al-baqarah ayat 227-232, ayat 236-237,
surat At-Thalaq ayat 1 dan surat al-ahzab ayat 49. Selain itu masih banyak

hadist yang menerapkan talak.

Dalam surat al-baqarah ayat 229, Allah berfirman :

£ A AR 4 . > poooC o . .. B2 - o " 3 % »
()l r_éa.l J.‘-" YJ 9‘.“.;-}3 c.g\.w }l 5}_,",1{ .ﬂL.u}S Q)L:f/ &‘-Ua-”
> Ear -~ Y™ 22 2.

fjt;u,:);; A 3,0 i Ulﬁ'u“q‘@&wi [FORIWC

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'’ruf atau menceraikan dengan cara yang
baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk
menebus dirinya. ltulah hukum-hukum Allal, Maka jangan/ah
kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Talak sebagai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang telah
ditentukan oleh Allah mempunyai aturan-aturan tertentu. Allah SWT.
Memberikan hak talak kepada suami sebanyak tiga kali, sebagai
pendidikan bagi suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, agar

sedapat mungkin rumah tangga utuh kembali.
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Dari hal di atas maka talak dari segi waktu penjatuhanya atau
boleh tidaknya suami ruju’ kepada istri ada dua macam, yaitu : 1. Talak
roj’iy, dan 2. Talak ba’in.

Talak roj’iy adalah talak satu atau talak dua yang dijatuhkan
suami kepada istrinya. Dalam keadaan ini suami dapat rujuk kepada
istrinya, dimana suami berhak kembali kepada istrinya dengan melalui
akad nikah baru. Talak ba’in ini ada dua macam, yaitu talak ba’in kubro
dan talak ba’in sughro.

Talak ba’in kubro adalah talak yang ketiga kalinya, sehingga hak
talak suami telah habis. Sehingga hak talak suami telah habis. Dalam hal
ini suami baru dapat kembali pada istrinya dengan akad nikah, yang
setelah istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain kemudian
melakukan perceraian secara wajar. Dalam pernikaha yang baru ini suami
mempunyai hak talak tiga kali. Sedangkan talak ba’in sugro adalah talak
suami kepada istrinya yang belum pernah dhukul, talak dengan tebusan (
khulu’ ), dan talak roj’iy yang telah habis masa iddahnya.*?

Selain itu ada pembagian lain terhadap talak dari segi keadaan istri
saat penjatuhanya, yaitu talak sunniy dan talak bid’iy.

Talak sunniy adalah talak yang di jatuhkan oleh suami kepada istri

yang telah dicampurinya dengan sekali talak di saat suci dan belum

% Sayyid sabiq, Terjemsh fikih sunnah 11, Darul fikri, 1983, h.233
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dicampuri kembali. Sedangkan talak bid’iy adalah talak tiga yang di
jatuhkan sekaligus, atau talak yang di jatuhkan suami ketika istri sedang
haidl atau nifas, atau dalam keadaan istri suci tetapi telah dicampun’.34

Talak dapat juga dijatuhkan dengan surat, sekalipun yang

menilisnya mampu untuk mengucapkan. Karena tidak ada perbedaan yang
esensial antara lafal yang diucapkan dengan lesan dengan lafal yang ditulis
dalam sebuah surat. Tentang hal ini para fugoha memberikan ketentuan,
hendaknyg surat itu jelas dan terang. Jelas artinya dapat dibaca dan
tertulis diatas kertas atau sejenisnya, dan terang artinya tertulis kealamat
istri yang dikehendaki untuk ditalak. Talak ini berlaku ketika istri tel_ah
menerima dan membaca isi surat tersebut.’
2. Talak yang digantungkan ( talak ta’liq ).

Seorang istri tidak mempunyai hak talak, tetapi seorang suami baik
atas kemauan sendiri maupun atas permintaan istri dapat menggantungkan
talaknya terhadap sesuatu keadaan yang akan datang, atau kepada syarat
tertentu, yang disebut “talak ta’lik ” talak ta’liq ini ucapanya telah lepas dari
lesan suami, tetapi tidak langsung jatuh kepada istrinya tetapi masih bersifat
menggantung, sewaktu keadaan atau syarat tersebut maka jatuhkanlah talak
kepada istri. Sehingga talak ta’liq disatu segi adalah pemberian jalan yang

lebih mudah bagi istri untuk mendapatkan talak agar putus tali perkawinan.

3 KHI pasal 122
¥ Sayyid sabiq,219
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Syarat sahnya talak ta’liq, ada tiga macam, yaitu :

1) Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi pada masa yang akan
datang.

2) Hendaknya istri ketika terjadi ungkapan ta’liq talak, dalam posisi dapat
dijatuhi talak.

3) Ketika terjadi perkara yang dita’ligkan istri dalam pemeliharaan suami,
ta’liq ada dua macam, yaitu :

Pertama : ta’liq yang bersifat seperti seperti janji, karena mengandung
pengertian melakukan pekerjaan atau meniggalkan suatu perbuatan. Ta’liq
semacam ini disebut fa "lig qosamiy ( ta’liq dngan sumpah ). Misalnya seorang
suami mengatakan kepada istrinya : “ jika aku meninggalkan engkau dua
tahun maka engkau tertalak”. Maksudnya suami tidak akan meninggalkan
istrinya sampai jangka waktu dua tahun, bukan ada niatan untuk menjatuhkan
talak.

Kedua : ta’liq yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah
terpenuhinya syarat. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, : “jika
engkau membebaskan aku dari membayar sisa mahar yang terhutang maka
engkau tertalak ”.

Kedua macam ta’lik diatas menurut jumhur ulama adalah sah dan
dapat berlaku. Akan tetapi sebagian ulama seperti ibnu taimiyah dan ibnu

qayyin berpendapat lain. Bahwa talak ta’liq yang mengandung arti janji tidak
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berlaku, sedang orang yang mengucapkan wajib membayar kafarat sumpah,
jika yang dijanjikan itu ternyata terjadi maka ia harus memberi makan sepuluh
orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Dan jika tidak dapat,
maka ia wajib berpuasa tiga hari.*®

Praktek yang terjadi di Negara Indonesia, Departemen Agama
membuat ketentuan baku tentang lafal atau sighot ta’liq talak sebagaimana
dapat dilihat dalam lampiran Buku Nikah. Disana dapat dicermati unsur-
unsurnya, yaitu (1) unsur mglakukan atau tidak melakukan sesuatu — besifat
janji ( ta’lig qosamiy ), ( 2) unsur syarat, yaitu ketidak relaan dan
pengaduanya diterima Pengadilan, serta bersedia membayar iwadl. Unsur-

unsur tersebut menjadikan satu ketentuan hukum

% Ibid, 223
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DATA PENELITIAN

A. Data interview di Pengadilan Agama Tulungagung

Dalam pembuatan skrimsi ini penulis menggunkan metode lapangan
dengan cara interview kepada para ahli hukum di pengadilan Agama
Tuhmgagungv agar mendapatkan data yang valid tidak lupa meminta
dokumentasi berupa putusan hakim. 4

Interview pertama kepada wakil hakim heru marsono, kebetulan beliau
mengatakan pernah menangani masalah yang sama di pengadilan Sidoatjo
tentang ikrar talak dan suami mewakilkan kepada advokat perempuan untuk
mengurusi percereanya sekaligus mengucapkan ikrar talak, beliau member
putusan pada perkara tersebut, dan beliau mengesahkan putusan perceraian yang
pengucapan ikrar talak diwakilkan pada advokat dengan menggunakan dasar
hukum yang terdpat pada pedoman buku pembaharuan hukum acara perdata,
menurut pasal 70 (4) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7
Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak adalah dihadiri oleh pihak pemohon
dan termohon, berarti suami istri hadir dalam persidangan, kehadiran mereka
menurut undang-undang tidak dituntut secara pribadi ( in person) baik suami
maupun istri dapat diwakili oleh kuasa, dengan demikian undang-undang

member kemungkinan bagi seorang kuasa untuk mengucapkan ikrar talak, begitu

37
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sebaliknnya istri dapat juga mewakili kuasa dalam penyaksian irar talak. Dalam
hal ini agar kuasa mempunyai kekuatan hukum, maka harus dengan atas dasar
kuasa khusus yang berbentuk otentik dan dengan tegas dalam surat kuasa
khusus mencantumkan bahwa, pemberian kuasa dalam rangka “ mengucapkan
ikrar talak ” kecuali dalam bentuk surat kuasa “ otentik”, redaksionalnya juga
harus secara tegas member kuasa untuk mengucapkan ikrar talak.

Interview kedua kepada hakim tantowi : terkait dengan perkara
pelimpahan kuasa untuk mengucapkan ikra; talak pada advokat perempuan
beliau tidak setuju dan beliau menggunakan dasat hukum imam zhohiri bahwa:
talak adalah ungkapan yang bersifat faabbudy ( mengandung makna ibadah ),
karenanya tidak sah sesseorang yang mencerai istrinya karena urusan talak itu

urusan laki-laki sedangkan urusan iddah adalah urusan perempuan.

. Putusnya Perkawinan Karena Putusan Pengadilan.

Sebelum lebih jauh masuk dalam bahasan pokok materi, terlebih dahulu
penulis menyajikan beberapa proses tentang cerai talak dari segi penjatuhanya,
yang mana pokok bahasan yang akan di kupas dalam skripsi ini erat kaitanya
dengan cerai talak. Untuk itu semoga kita dapat membawa kearah pokok
materi.

Jika istri ternyata tidak dapat memutuskan tali perkawinan dengan cara

mengambil talaknya suami yang digantungkan ( fa/ak ta’liq ), maupun dengan
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cara menebus talaknya suami, maka masih ada jalan lain, yaitu mengadukan
persoalanya kepada hakim dan memohon untuk dijatuhkan talaknya suami
kepada dirinya terlepas suami tersebut rela atau tidak.

Tugas peradilan adalah merupakan bagain dari imamah atau pemerintah
di dalam islam. Penegakan hukum merupakan perintah yang di ajarkan
didalam al-qur’an dan rasulullah telah memberikan teladan bagi umatnya
tentang bagaimana menegakkan hukum secara adil yang merupakan salah satu
tujuan disyari’atkanya Agama islam. Beliau adalah permulaan hakim didalam
sejarah peradilan islam. Banyak ayat-ayat al-qura’an yang menerangkan hal
ini. Diantaranya surat an-Nisa’ ayat 64 dan 105, surat al-maidah ayat 48,
disamping banyak hadist Nabi yang menjelaskan ini.

Problematika hukum yang pertama yang membutuhkan uluran tangan
hakim, adalah pernikahan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali.
Maka penguasa / hakim yang bertindak sebagai walinya ( Fassulathonu
wallyyu man Iaa waliyya lah ).

Keadaan lain yang menuntut keterlibatan hakim dalam masalah
perkawinan, adalah jika keadaan rumah tangga tidak dapat mencapai tujuan
perkawinan, yaitu jika terjadi perselisihan dan permusuhan yang telah
menjadikan rumah tangga pecah ( shyiqaq ). Dalam kondisi ini seorang istri
sudah merasa berat untuk tetap hidup bersama suaminya, sementara pihak

suami tetap bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangganya. Terhadap



40

keadaan yang demikian syari’at islam memberikan jalan pnyelesaia yang harus
ditempuh.

Allah SWT menyatakan dalam al-qur’an surat an- Nisa’ ayat 35, yaitu
oduh G5 ¥y Gis Eos 1385 e S8 24T adyg & st 634 Hiy
@Wuaj\ L:,i.s f;..Jl

Artinya: Dan Kami' berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu
surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik
dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini,
yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.

Perselisihan antara suami istri boleh jadi karena nusuznya istri, atau
mungkin dholimnya suami. Jika istri nusuz maka al-qur’an mengajarkan,
hendaknya suami segera mengambil langkah-langkah, yaitu : dinasehati secara
baik-baik agar segera taat kembali kepada suaminya, jika tidak mempan dapat
diasingkan di tempat tidur, dan jika tetap tidak kembali taat masih ada cara lain
yaitu dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Atau ternyata
sekalipun tiga hal tersebut ditempuh ternyata istri tetap nusuz, talak barangkali
sebagai pilihan terakhir. Atau bagaimana halnya jika perselisihan tersebut
justru karena dholimnya suami, apalagi sikap tersebut berlangsung terus
menerus atau dalam tenggang waktu yang lama, sehingga sakinah, mawadah
dan rahmabh telah hilang dari kehidupan suami istri tersebut.

Maka ayat diatas mewajibkan kepada kaum mukminin demi

kemaslahatan mereka, mengutus seorang hakam dari keluarga istri dan
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seorang hakam dari keluarga suami stri tersebut. Untuk mendamaikan kedua
belah pihak masing-masing ingin rukun insya Allah akan mendapatkan taufiq
dari allah SWT.

Hakam dalam arti bahasa adalah juga penengah seperti halnya hakim,
yaitu orang yang mempunyai hak untuk menetapkan hukum serta
menyelesaikan persengketaan, maka perlu mengetahui apa yang diberbuat serta
diharapkan kedua suami istri tersebut, untuk medamaikan kedua belah pihak.
Dan hendaknya suami istri tersebut juga mempercayainya dengan memberikan
hak untuk merukunkan atau menceraikan, Jika kedua belah pihak masing-
masing ingin rukun insya Allah akan mendapatkan taufiq dari Allah SWT.*’

Terkait dengan hal di atas, imam hambali memberikan uraian sebagai berikut:
W ook of o, 13) (S L S g IS B3 G L 3k Cb

39\.2:..5\ c\“} d._.:,. gl

Artinya : Maka yang termasuk talak wajib adalah talak yang dijatubkan oleh

dua orang hakam dalam kasus syiqaq antara svami istri. Jika kedvanya

berpendapat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk
menghentikan perpecahan’®

Dalam perkembangan Hukum Positif sclanjutnya, karena hakam

haruslah mengerti hukum syar’iy, dapat saja hakam itu buka dari keluarga

kedua belah pihak, tetapi dari orang lain yang di anggap mampu

menyelesaikan masalah kedua belah pihak.

3"Muhamad Abduh, A/manar, Daarul Ma’rifat, Beirut, 1973, h. 78
% Ibid, terjemah sayyid sabiq, h.202
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C. Talak Yang Diserahkan Kepada Istri
Talak merupakan hak laki-laki, karena itu ia berhak mentalak istrinya
sendiri, atau menggantikanya kepada orang lain. Dan seorang suami boleh
menyerahkan ( tafwidl ) talaknya kepada istrinya, berdasarkan ijma.
Nabi Muhammad SAW pernah menyuruh memilih para istrinya untuk
tetap bersama nabi, atau menceraikanya. Yaitu setelah turun Al Qur’an surat Al-
Ahzab ayat 28 yang menyatakan :
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Artinya : Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu : jika sekalian mengingini
kehidupan dunia dan dan perhiasanya, maka marilah supaya kuberikan
kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara baik. Dan jika
kamu sekalian menghendaki ( kerelaan ) Allah dan RasulNya serta (
kesenangan ) di negri berbuat baik diantaramu pahala yang besar.

Terhadap makna ayat diatas terdapat dua pendapat, yaitu :

Pertama, Pendapat Hasan dan Qatadah bahwa makna tahyir dalam ayat
terscbut adalah pilihan antara dunia dengan akhirat, bukan pilihan
antara tetap bersama sebagai istri Nabi atau Talak. Artinya jika Istri-
istri Nabi memilih kesenangan dunia dan perhiasanya, maka mereka
kemudian dijatuhi talak.

Kedua, Berpendapat bahwa ayat tersebut adalah pilihan jika mereka tetap

mencintai Allah dan RasulNya serta hari akhirat maka tetap bersama

Nabi dalam ikatan pernikahan, tetapi jika mereka memilih kesenangan
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dunia dan perhiasanya berarti telah menetapkan talak terhadap
dirinya. Lafadz “ ummati’ kunna’ yang menjadi bagian akhir ayat
tersebut mengandung arti bahwa mut’ah akan diberikan oleh Nabi,
dan itu berarti telah menjadi talak. Demikian juga lafadz “
usarribkunna”,

Mengandung arti keluarnya perempuan dari rumah suami, dan itu berarti
pula telah terjadi talak.

Sekalipun didalam prakteknya tidak ada hadist yang menjelaskan telah
terjadinya talak karena tafwidl atau penyerahan dimasa Nabi yang mengenai
keluarga Nabi maupun sahabat, namun Hadits diatas cukup memberi pengertian
bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh kepada istrinya untuk memilih, seraya
membaca Al-qur’an surat al-ahzab ayat 28 di atas.

Terkait dengan hal itu jumhur fugaha sepakat bolehnya melakukan
penggantian dalam menjatuhkan talak, dengan pandangan sebagai berikut :

1. Ulama hanafy menyatakan, bahwa penggantian talak oleh selain suami
tetapi dengan seizin suami ada tiga, yaitu : tafwid/ ( penyerahan ), taukil (
perwakilan ), dan risalah ( utusan ).

2. Ulama maliki menyatakan penyerahan talak kepada orang lain ada tiga
macam, yaitw: faukil ( perwalian ), tahyir ( pemilihan ), dan tamlik (

pemilikan ).



3. Syafi’iy dalam qaul jadinya menyatakan bahwa tafwidl adalah tamlik, serta
ungkapanya dapat bersifat sharih dan dapat bersifat kinayah.
4. Mazhab hanbali menyatakan bahwa tafwidl adalah berarti taukil (
perwakilan ), demikian juga ta’lik talak dengan syarat.*
Dalam kaitan diatas ada tiga kalimat yang dapat digunakan dalam
penyerahan talak dari suami kepeda istri, yaitu :
1. Pilihlah dirimu ( af —zahyir)

Ucapan tahyir adalh sah, dan diakui oleh syari’at islam sebagai
ucapan talak. Tahyir adalah satu diantara dua pilihan yaitu tetap bersama
suami sebagai istrinya atau bercerai. Dan bagi istri berhak menentukan salah
satu diantara dua hal tersebut yang disukai. Ali dan ulama hanafi
berpendapat jika tahyir tersebut kemudian dilakukan oleh istri maka jatuhlah
talak satu ba’in.

2. Urusanmu terserah padamu ( amruki biyadiki)

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya “ urusanmu terserah
padamu / urusanmu ada ditanganmu”, maka hal tersebut menjadikan talak
menjadi milik istri jika ia ingin mentalak dirinya. Karena dengan penyerahan
suami kepada istrinya tentang talaknya berarti hilangnya kekuasaanya

terhadap istrinya, dan jatuhlah talak satu ba’in.

3 1 bid, Muhammad asy-syaukani, h. 271-272
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3. Talaklah dirimu jika kau suka ( thalliiqiy nafsiki in syi’ti ).

Apabila seorang suami menggantungkan talaknya atas kehendak istri,
seperti jika suami berkata : “ talaklah dirimu jika mau”. Hal ini merupakan
penyerahan kepada istri untuk mentalak dirinya jika jika ia menghendaki. Hal
ini berlaku jika ucapan suami kepada istri tersebut segera disikapi oleh istri
selagi masih didalam satu majlis. Jika ternyata telah berpisah majlisnya, atau
telah berpindah kedalam pembicaraan lain, maka setelah itu hak istri untuk
mentalak dirinya dapat tidak dapat dilaksanakan. Kecuali jika disandarkan
kepada kata-kata misalnya, “ kapan saja kamu mau ”, atau kata lain yang
mcmben'kan keluasan waktu.*

Ungkapan-ungkapan di atas memberikan gambaran bahwa istri sebagai
kaum perempuan yang tidak mempunyai hak talak, ternyata dapat melaksanakan
talak dari suaminya atas dasar tafwidl, apapun nama tafwidl, apakah itu zahyir,
tukil, ataupun tamllik jumhur ulama telah bersepakat tentang sahnya suatu talak

yang dijatubkanya istri terhadap dirinya sendiri.

D. Talak yang Diwakilkan
Talak adalah merupakan hak laki-laki seorang ( suami ), karena itu ia
berhak mentalak istrnya sendiri secara langsung, atau menguasakanya kepada
orang lain untuk menjatuhkan talaknya. Talak yang diwakilkan suami kepada

orang lain untuk menjatuhkan talaknya. Talak yang diwakilkan suami kepada

“ Terjemahan fikih sunnah, Sayyid sabiq, h.242
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orang lain tidak dapat menggugurkan hak suami dan suami dan merintanginya
untuk ia gunakan sewaktu-waktu dikehendakinya. Demikian pendapat jumhur
ulama.

Ulama yang tidak sependapat penyerahan talak dan mewakillinya adalah
daud’azdohiry dan ibnu hazm yang diantara pernyataanya sebagai berikut :

1. Ulama zhohiri berkata : talak adalah ungkapan yang bersifat taabbudy (
mengandung makna ibadah ), karenanya tidak sah seseorang yang mehcerai
istrinya kecuali menggunakan tiga lafazd yang discbutkan dan diajarkan
didalam kitab suci Al-qur’an. Tiga lafazd itu ialah : (1) “ ralag”, (2 )“
firag®, ( 3 ) “siral’. oleh karena itu seorang suami tidak boleh menyerahkan
talaknya ketangan istrinya atau mewakilkanya kepada orang lain.

2. Ibnu hazm berkata : barangsiapa menyerahkan talak ketangan istrinya, maka
perbuatan tersebut tidak boleh dan tidak sah talaknya. Sebab Allah SWT
meletakan hak talak kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Juga tidak
boleh mewakilkan dalam talak, tidak boleh seorangpun berbuat untuk orang
lain kecuali terdapat dalam al-qur’an maupun al-sunah. Padahal jelas talak
dikhitabkan kepada para suami, bukan yang lainya. Maka menguasakan
talak kepada orang lain, baik dengan cara melimpahkanya, mewakilkanya,
atau cara lainya, berarti telah melampui ketentuan — ketentuan Allah adalah

termasuk orang yang dholim.
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Terhadap pendapat Adh-Dzohiri dan ibnu Hazm tersebut, jumhur ulama
menyangggahnya dengan mengatakan, bahwa pendapat tersebut adalah sempit
dan memberatkan, tidak sesuai dengan jiwa syari’at yang mudah dan lapang.
Benyak hal yang menghendaki adanya perwakilan didalam talak. Seperti tidak
adanya suami ditempat istri, berhalangangan suami sehingga tidak hadir dapat
hadir dimajlis talak, padahal agama menyukai yang mudah dan tidak
menyulitkan. Hal semacam ini tidak mengharuskan mengacu langsung kepada Al- |
qur’an maupun as-sunah, tetapi cukup digiaskan kepada yang lain dengan
berpedoman ushulul ahkam atau kaidah — kaidah fighiyah. Dan cukup bagi kita
dengan sepakatnya para ulama mujtahidin tentang bolehanya mewakilkan talak,
karena ternyata membawa kemaslahatan bagi umat isalam. Selain itu tidak
serangpun yang mengatakan bahwa mewakilkan talak bertentangan dengan apa
yang ada dalam Al-qur’anul karim maupun sunnah nabawiyah.*'

Perwakilan adalah penunjukan seseorang terhadap orang lain sebagai
penggantinya untuk melakukan hal-hal yang di perbolehkan dan telah dimengerti
kedua belah pihak. Oleh karena itu terdapat perbedaan antara penyerahan talak (
tafwidl ) dan perwakilnya ( tauki/ ), yang menurut ulama hanafiyah sebagai

berikut :

* Ahmad Ghandur, At Thalaq Fi Syariah Islamiyah Wa Adilatuhu Wal Qanun, Darul Ma’arif, h 114
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1) Bahwa setelah tafwid// penyerahan berlangsung suami tidak dapat meanrik
kembali, tetapi dalm perwakilan suami dapat menarik kembali selama si
wakil belum melaksanakan apa yang diwakilkan.

2) Bahwa penerima fafwid/ dalam bertindak berdasarkan pilihan dan
kehendaknya sendiri, karena suami telah menyerahkan talak menjadi milik
istri, tetapi dalam perwakilan, wakil bertindak atas kehendak pihak lain
karena bersifat sebagai pengganti bukan pemilik hak yang diwakilkan.

3) Keberlakuan tafwidl terikat pada tetapnya majlis, sedangkan perwakilan
dapat berlaku di majlis tertentu ataupun yang lain kecuali ada pembatasan.

4) Tafwidl tidak batal karena gilanya suami, karena seperti ta’liq tetapi
perwakilan akan batal dengan gilanya suami, karena orang yang hilang

ingatan kehlangan hak untuk melakukan perbuatan hukum.*?

E. Kuasa Hukum Advokat Perempuan Dalam Ikrar Talak Di Depan Sidang
Pengadilan Agama

Pada pasal 66 ayat 1 uu No.7 tahun 1989 menetapkan sifat perkara cerai

talak adalah berupa permohonan. Suami yang berAgama islam yang akan

menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan.

Bertitik tolak dari ketentuan ini seolah-olah perkaracerai talak merupakan

perkara voluntair, akan tetapi tetapi seperti sudah di jelaskan, karenanya,

2 Ibid, wahbah az-zuhaili, h 424
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kedudukan istri ditempatkan sebagai pihak termohon dan pemeriksaan
perkaranya dilakukan dilakukanseperti proses contensius. **

Penempatan suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon di
maksudkan untuk tetap mensejahterakan akar lembaga talak yang terdapat dalam
hukum islam, yakni hak talak hanya pada diri suami. Dengan demikian proses
pemeriksaan cerai talak tidak tercabut dari atas sumber aslinya, Cuma
pelaksanaanya di modifikasi dan di aktualisasikan agar penggunaanya oleh
masyarakat terhindar dari penyelewengan daan penyimpangan, dalam praktek
Pengadilan Agama. Pemerisaan cerai talak tidak berbeda dengan pemerikasaan
perkara perdata pada umumnya. Tidak mutlak mesti penggugat / pemohon dan
tergugat / termohon secara in person yang menghadiri pemeriksaan perkara di
muka sidang Pengadilan. Penggugat / pemohon dan tergugat / termohon dapat
diwakili oleh kuasanya. Asal untuk itu harus di dukung oleh suatu surat khusus.

Penyelesaian perkara cerai talak dalam praktek perkara di Pengadilan
Agama melalui 2 tahap persidangan guna menyaksikan Ikrar Talak.

Prosedur pemeriksaan perkara cerai talak dengan menggunakan kuasa,
sama dengan prosedur pemeriksaan perkara cerai talak yang di ajukan dan
dihadiri langsung oleh para pihak. Artinya pemeriksaan perkara harus melalui

tahap-tahap persidangan yang ada.

“ Arto. Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, H.2007
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Tahap-tahap tersebut adalah :
1. Tahap pemeriksaan identitas para pihak
2. Tahap upaya perdamaian
3. Jika perdamaian gagal maka dilanjutkan dengan jawaban, replik, duplik,

rereplik, dan seterusnya.
4. Tahap pembuktian
5. Tahap pembukian
6. Tahap putusan®

Putusan cerai talak tidak mempunyai kekuatan hukum jika belum

diadakan penyaksian Ikrar Talak, dimapa pihak pemohon ( swami ) akan
mengucapkan Ikrar Talak dihadapan majlis hakim. Kemudian majelis hakim
membuat penetapan yang isinya menetapkan perkawinan antara pemohon
Dengan termohon Putus karena perceraian ( SEMA No. ITh 1990 MA /
KUMDIL / 1974 /V1/ 1990 / MA /KUMDIL / 1974 / VI / 1990 / tanggal 10 april
1990 ). Sejak itulah perkawinan antara keduanya putus.*’ Permohonan cerai
talak yang di ajukan para pihak secara tertulis, harus di tanda tangani oleh
pemohon (" pasal 142 ayat 1 Rbg / 118 ayat 1 HIR ). Jika menggunakan

perwakilan seorang kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa, maka surat

“ Said, Umar, Kedudukan Dan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, h.143
45 Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h.220-221
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permohonan harus ditanda tangani oleh kuasa hukumnya (" pasal 147 ayat 1 Rbg
/123 HIR )%

Pada tahap pemeriksaan identitas para pihak, jika salah satu pihak atau
keduanya menggunakan jasa seorang kuasa, maka dalam tahap ini hakim juga
memeriksa identitas seorang kuasa dan surat kuasa, sebab permohonan / gugatan
bias kandas di tengah jalan hanya disebabkan tidak sempurnanya surat kuasa,
sebab permohonan / gugatan bias kandas di tengah jalan hanya disebabkan tidak
sempurnanya surat kuasa.

Adapun syarat formil keabsahan surat kuasa khusus lazimnya berlaku
untuk mengurus perkara perceraian di Pengadilan- mempedomani ketentuan pasal
123 HIR ( 3) pasal 147 Rbg Jo, syarat edaran MA No. 01 / 1971 tanggal 23 .
januari 1971 yaitu :

1) Harus berbentuk tertulis

2) Menyebutkan identitas pihak-pihak yang berpekara

3) Menyebutkan isi pokok segala

4) Kedudukan seorang kuasa di muka hakim (" pada saat sidang peradilan ).
Pemberi kuasa ( svami / istri ) berkedudukan sebagai pihak materiil (
principal ) dan penerima kuasa berkedudukan sebagai pihak formil, pihak
formil dianggap mewakili sepenuhnya bila pihak pemberi kuasa / pihak

materiil tidak hadir dalam sidang, sesuai bunyi surat kuasa, seorang kuasa di

“S Ibid, h.40
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anggap mendampingi pihak pemberi kuasa di anggap mendampingi pihak
pemberi kuasa bila sama-sama hadir di persidangan.47

Pada tahap perdamaian, kuasa yang di tunjuk dalam pemberi kuasa, tidak
bias mewakili pemberi kuasa dalam sidang perdamaian. Pemohon dan termohon
dalam sidang perdamaian harus datang sendiri secara pribadi. Ketentuan ini
berdasarkan pasal 82 ayat 2 dan 3 Undang- Undang No. 7 tahun 1989 yang
berbunyi :

Ayat ( 2) dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang
secara priabdi kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri
dan tidak dapat datang secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara
khusus di kuasakan untuk itu.

Ayat ( 3 ) apabila kedua pihak bertempat di luar negri, maka penggugat
pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.*®

Prinsip tersebut menyimpang dari ketentuan umum hukum acara perdata
yang membolehkan seorang kuasa mewakili piak pemberi kuasa dalam
persidangan sebagaimana yang ditunjuk dalam surat kuasa. Penyimpangan ini
karena sifat kekhususan yang terkandung dalam perkara-perkara perceraian,
perkara perceraian sangat melibatkan nilai kemanusiaan dan pribadi maka

untuk mencapai pendekatan pribadi secara langsung sedemikian rupa

7 Ibid, h.54
“® Tim penyusun, UU PA No.7 tahun 1989, h.33
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pentingnya untuk menemukan kesepakatan bersama, sehingga wajar jika sidang
perdamaian mesti di hadiri suami istri secara pribadi.

Pada tahap sidang penyaksian Ikrar Talak, Undang-undang menetukan
kedua pihak berpekara harus datang menghadap secara pribadi di persidangan
seperti dalam sidang perdamaian. Akan tetapi jika pemohon tidak dapat datang
secara pribadi di persidangan, Undang-undang memberi solusi dengan membuka
kemungkinan bagi pemohon untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus
'yang di buatnya dalam bentuk akta otentik. Begitu pula bagi pihak termohon (
istri ) dapat pula menunjuk wakilnya, namun ketidak hadiran istri atau wakilnya
tidak berpengaruh terhadap proses persidangan sebab lkrar Talak dapat di
ucapkan oleh suami dengan atau tanpa dihadiri istri.

Dengan demikian Undang-undang memberi kemungkinan bagi seorang
kuasa untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasarkan kuasa khusus yang
membentuk akta otentik. Ketentuan tersebut di atur sebagaimana dalam pasal 70
Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 yang berbunyi :

Pasal 70 ( 3 ) setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum
tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian Ikrar Talak, dengan
memanggil suami dan istri, atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

( 4 ) dalam sidang itu suami atau wakiInya yang diberi kuasa khusus
dalam suatu akta otentik untuk mengucapakan Ikrar Talak yang dihadiri oleh

istri atau kuasanya.
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( 5) jika istri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut, tetapi
tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau
wakilnya dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.*

Dalam praktek Pengadilan Agama, surat kuasa khusus tersebut disamping
berbentuk akta otentik, redaksionalnya juga tegas memberi kuasa umtuk
mengucapkan Ikrar Talak, bahkan kalimat Ikrar Talak tersebut tertulis lengkép
dalam surat kuasa yang di maksud. Hal itu di maksudkan agar surat kuasa khusus
sah menurut hukum, karena kedua unsure tersebut merupakan syarat formil
keabsahan kuasa, jika salah satu unsur tidak dipenuhi, maka mengakibatkan
seorang kuasa tidak berwenang mengucapkan Ikrar Talak.

Dari uraian tersebut diatas, dari dimensi yuridis, seorang suami yang
hendak menceraikan istrinya, jika in person tidak dapat datang menghadiri
pemeriksaan di sidang Pengadilan, dapat menunjuk wakil sebagai kuasanya
berdasarkan surat kuasa khusus.

Undang-undang tidak menjelaskan wakil yang ditunjuk sebagai kuasanya
itu harus orang laki-laki, Undang-undang hanya memberi kemungkinan wakil
yang ditunjuk untuk mengucapkan Ikrar Talak harus memiliki surat penunjukan
berupa akta otentik.

Dalam Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 tidak satupun pasal

yang menyebutkan syarat jenis kelamin bagi advokat yang berpraktek di

¥ Tim penyusun uu peradilan Agamano.7 tahun 1989, h.33
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Pengadilan. Begitu pula dalam permenag No. 1 Tahun 1983 tentang pemberian
Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, tidak ada larangan perempuan sebagai
advokat atau kuasa para pihak di persidangan.

Untuk itu dapat disimpulkan, bahwa dalam perspektif hukum perdata,
seorang perempuan yang memenuhi syarat sebagai kuasa dalam praktek di
Pengadilan, dapat ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dari pihak pemohon ( suami
), baik dalam tahapan pemeriksaan perkara atau dalam sidang penyaksian Ikrar
Talak. Penunjpkan tersebut harus dengan surat kuasa khusus. Dengan demikian
perempuan yang ditunjuk sebagai kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama
suami dalam penyelanggaraan urusan yang menjadi tanggung jawab suami
sebagai pihak pemohon. Tindakan hukum yang dilakukan oleh perempuan
penerima kuasa dalam cerai talak ini sama dan sebanding nilainya dengan
tindakan yang dilakukan sendiri oleh suami, ini berarti kuasa perempuan dapat
pula mengucapkan Ikrar Talak atas nama suami jika hal tersebut termasuk

wewenangnya sebagaimana yang ditulis dalam surat kuasa.



BAB IV
ANALISIS KUASA HUKUM PEREMPUAN SEBAGAI ADVOKAT DALAM

PERKARA CERAI TALAK

A. Penerapan Subsitusi Pengacara Perempuan Terhadap Pengucapan Ikrar Talak di
Pengadilan Agama

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya Kuasa terhadap kuasa
hukum perempuan dalam perkara cerai talak, menurut hemat penulis yang
berkatian tentang proses cerai talak dalam praktek dunia Peradilan.

Pada dasarnya penerima kuasa di dalam praktek pengadilan, ada kalanya
berasal dari keluarga para pihak yang disebut kuasa insidentil tapi idealnya kuasa
tersebut dari ahli hukum seperti advokat, yang sudah menjadi profesinya
sehingga tahu akan ranah hukum terhadap perkara yang ia tangani. Sehingga
akan mendapatkan kemudahan didalam proses peradilan.

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004tentang kekuasaan
kehakiman pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa :pengadilan mengadili menurut
hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, demikian juga kuasa hukum
(advokat) perempuan didalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai kuasa
hukum laki-laki ( suami ) dalam perkara cerai talak di pengadilan agama sama
kedudukanya otoritasnya dengan kuasa hukum laki-laki, itu artinya kuasa hukum

perempuan boleh menjadi kuasa hukum laki ( suami ) dalam perkara cerai talak

56
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dan ketika perkara tersebut mendapatkan ijin talak maka dalam pengucapan ikrar
talak tidak perlu menguasakan lagi pada kuasa hukum laki-laki.

Untuk menjadi seorang advokat tidak bisa sembarang orang. Ia
memerlukan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
perkembangan problematika hukum. Seseorang yang akan menjadi advokat harus
mempersiapkan diri dengan segala kemampuan terutama yang berkaitan dengan
pengetahuan hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil. Performance
seorang advokat tidak hanya ditampilkan secara fisik, tetapi yang terpenting
adalah sifat, sikap kepribadian, serta akhlaqul karimah dan kualifikasi
kepribadian yang baik. Disamping itu juga seorang advokat harus bersifat
independen agar mereka dapat menjalankan tugas secara baik dalam membela
klienya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Indepindensi ini sangat penting
karena akan menjamin tegaknya hukum bagi pencari keadilan.*

Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, seseorang
dapat diangkat menjadi advokat yang diatur pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2:

(1). “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar
belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan
khusus protesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.”

(2). “Pengangkatan advokat dilakukan organisasi advokat .”
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(3). “Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada mahkamah aagung dan mentri.”
Ketentuan ini dimaksud agar advokat dalam menjalankan prakteknya
selalu dapat dipantau oleh mahkamah agung, selain dipantau mahkamah agung
dipantau juga oleh organisasi advokat sendiri. Disamping itu, secara
administrasif  keberadaan advokat perlu didata, baik mengenai tempat
prakteknya ymaupun jumlah advokat yang berpraktek.
Pasal 3:
Untuk dapat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Republik Indonesia
b. Bertempat tinggal di Indonesia
c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara
d. Berusia sekurang-kurangnya 25 ( dua puluh lima tahun )
e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1)
f. Lulus vjian yang diadakan oleh organisasi advokat
g. Magang sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun terus menerus pada kantor
advokat
h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang

di ancam dengan pidana 5 ( lima ) tahun atau lebih
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i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai
intregitas tinggi.

Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan
mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, *'

Dengan ‘memahami isi yang ada pada undang-undang advokat maka
tidak ada sesuatu yang membedakaq antara advokat laki-laki maupun
perempuan. Mereka dapat berkompetisi secara terbuka dengan mempunyai

hak yang sama.

Pada dasarnya kuasa ikrar talak dalam perkara cerai talak yang dilakukan
oleh kuasa hukum baik laki-laki maupun perempuan, harus dituvangkan dalam
akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh
penguasa, menurut ketentuan- ketentun yang telah ditetapkan baik dengan
maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan. Sesuai dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas dan pasal 70 ayat 4 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang menyatakan bahwa* sidang penyaksian ikrar talak adalah
dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon, berarti suami istri hadir dalam

persidangan, kehadiran mereka menurut Undang-undang tidak dituntut secara
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pribadi ( in person ) baik suami maupun istri dapat diwakili oleh kuasa, dengan
demikian Undang-undang member kemungkinan bagi seorang kuasa untuk
mengucapkan ikrar talak, begitu sebaliknya istri dapat juga mewakili kuasa
dalam penyaksian ikrar talak .

Agar supaya kuasa mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak,
maka harus dengan atas dasar kuasa khusus yang berbentuk otentik dan dengan
tegas dalam surat kuasa khusus mencantumkan bahwa, pemberian kuasa dalam
rangka “ mengucapkan ikrar talak ” kecuali dalam bentuk surat kuasa “otentik”,
redaksionalnya juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar
talak. Keduanya tersebut merupakan pemenuhan syarat formil keabsahan kuasa.
Salah satu diantaranya tidak terpenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang
mengucapkan ikrar talak. Berbeda dari kuasa yang mewakili istri cukup
didasarkan atas kuasa khusus biasa dan tidak harus berbentuk surat “ otentik ”.

Didalam praktek yang berlaku di Pengadilan Agama dalam surat kuasa
tersebut selalu ditulis lafal ikrar tersebut. Misalnya “ saya fulan dengan ini
menjatuhkan talak satu kepada istri saya fulanah”. Artinya kuasa hukum
perempuan boleh mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan agama
untuk mengikrar talakkan seorang suami ( laki-laki ) terhadap istrinya. Dalam
Undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan yang membatasi perempuan

untuk menjadi kuasa dalam perkara talak.
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Kuasa yang ditunjuk suami tidak menutup kemunggkinan adalah seorang
pengacara perempuan, karena kenyataan sckarang ini banyak wanita yang
berprofesi sebagai advokat / pengacara. Untuk itu, kebolehan seorang kuasa
terhadap orang permpuan dalam perkara cerai talak itu suatu kebutuhan,
Perempuan yang ditujuk scbagai kuasa bertindak untuk dan atas nama suami,
pemberi kuasa. Ia bertindak berdasarkan pikiran-pikiran suami, pemberi kuasa.
Bukan dengan kepentingan — kepentingan sendiri. Penyelenggara urusan yang
dilakukanya itu menjadi tanggungan suami, pemberiag kuasa, sepanjang yang
dilakukanya itu dalam batas-batas yang dikuasakan. Tindakan hukum yang
dilakukan oleh perempuan penerima kuasa dalam cerai talak ini sama dan
sebanding nilainya denagn tindakan tersebut dilakukan sendiri oleh suami,
pemberi kuasa. Pemberi kuasa sama sekali tidak mencabut kewenangan suami
dalam cerai talak. Perempuan penerima kuasa bertindak hukum tidak dengan
pekiran-pikiranya sendiri, dan dengan pemberian kuasa tidak sekali-sekali
penerima kuasa memegang kewenangan menjatuhkan talak secara mutlak.
Pemberian kuasa ini tidak menghalangi suami, pemberi kuasa untuk
menjatuhkanya sendiri dan tidak menghalanginya untuk menahanya, tidak
menjatuhkanya, dan untuk yang terakhir ini tentu harus dengan cara mencabut
kuasanya. Pada prinsipnya sidang penyaksian ikrar talak ialah dihadiri oleh istri,

akan tetapi dalam pasal 70 ( 5 ) UU Nomor 3 Tahun 1989 memberi peluang
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bahwa pengucapan ikrar talak dapat dilangsungkan di luar hadirnya istri atau
wakilnya, meskipun dia telah dipanggil secara patut dan resmi.

Hal tersebut di atas dianggap realistis, sebab kalau sidang penyaksian
ikrar talak digantungkan secara mutlak atas kehadiran istri, bisa terhambat
penegakan hukum dan kepastian hukum, lebih-lebih perceraian itu tidak
dikehendaki istri, maka ia selalu ingin menggagalkan pengucapan ikrar talak,
selanjutnya pengucapan ikrar talak tetap sah dan berharga.

Sidang penyaksian ikrar talak merupakan sidang resmi, oleh karena itu
bertitik tolak pada pasal 68 ( 1 ) UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas
UU No. 7 tahunl989, sidang penyaksian ikrar talak adalah dilakukan oleh
majelis hakim ( hakim ). Fungsi panitera dalam penyaksian ikrar talak tersebut
adalah mencatat segala hal ihwal persidangan sebagaimana pembuatan berita
acara dalam pemeriksaan perkara dan berita acara tersebut ditandatangani pleh
hakim ketua majelis, yang sedemikian itu sudah di kategorikan resmi dan
otentik sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 63 ( 3 ) UU No.3 Tahun
2006 tentang perubahab atas UU No.7 tahun 1989.

Fungsi hakim dalam sidang, kecuali menyaksikan pengucapan ikrar talak
juga membuat penetapan tentanng isi penetaapan sidang ikrar talak diatur
dalam pasal 71 ( 2 ) UU No. 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No.7
tahun 1989, menurut pasal ini amar yang harus di cantumkan dalam penetapan

adalah “ menyatakan perkawinan putus terhitung sejak hari dan tanggal ikrar
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talak diucapkan ".penetapan sidang ikrar talak tiada lain adalah pelaksanaan
eksekusi penetapan cerai talak, oleh sebab itu, pasal 71 (2 ) UU No. 3 tahun
2006 Tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 secara tegas menentukan
bahwa, terhadap penetapan sidang ikrar talak dapat dimintakan banding atau
kasasi. Jadi apapu keputusan sidang ini, apabila masih belu puas dengan putusan

hakim maka boleh mengajukan banding atau kasasi.

B. Subsitusi Kuasa Hukum Perempuan Terhadap Pengucapan Ikrar Talak

Bahwa pengucapan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum
perempuan, islam ada yang membolehkanya artinya ada sebagian hakim yang
mengesahkan hukum ikrar talak yang diucapkan oleh kusa hukum perempuan
tersebut. Dengan alasan istri sah menjatuhkan talak terhadap dirinya, asal jelas
tauliyahnya yaitu seorang suami menyerahkan ( tafivid/ ) talaknya kepada
istrinya.

Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya jumhur ulama menyatakan
bahwa talak adalah urusan dari laki-laki dan iddah adalah urusan dari perempuan
seperti yang di jalaskan oleh hakim tantowi diatas bahwasanya yang boleh
mentalak istri adalah seorang laki-laki

Jbr J eVl y el @M\

Di terangkan bahwasanya yang berhak mentalak istri adalah suami atau

wakil yang ditunjuk adalah seorang laki-laki juga. Dalam kenyataan memang
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ada beberapa perempuan yang menjadi hakim, menjadi ketua majelis dalam
persidangan, bahkan menjadi ketua dalam pengadilan. Kewenangan dalam
menangani perkarapun tidak dibatasi oleh kodrat kewanitaanya. Dalam
kesempatan para hakim perempuan terhadap perkara gugatan cerai yang
ditangani dapat menjatuhkan talaknya suami kepada istri namun dalam hal ini
tetap tidak melepaskan batasan bahwa hakim perempuan hanya sebagai
mediator dari keputusan suami yang telah méntalak istri dan hakim
memutuskan sesuai apa yang telah disepakati oleh suami dan istri untuk
bercerai,
C.asmz_;,uw&ypa&,;wwﬁb@d WSy 1 A 8 JB,
e pé oo Al y o0 o,ﬁ:oicqy, onb oF A5 par Yo i O ad) B0
b b i Bl SUE S Lty Lakis 5,500 SME Y Y 1y 0 ie 550 3
Artnya : Golongan selain hanafiah berpendapat : bahwa kuasa terhadap anak
yang belum dewasa tidak sah karena ia bukan orang yang terkena taklif
hukum-hukum islam. Dan oleh karena dia juga tidak cakap bertindak
untuk dan atas nama orang lain. Demikian pula orang perempuan tidak
sah bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama orang lain dalam
bertindsk hukum mengikat tali perkawinanya sendiri, maka ia juga
tidak berwenang ( cakap ) bertindak hukum mengikat tali perkawinan
orang lainya
Dapat disimpulkan bahwa mazhab syafi’i, maliki dan hanbali sepakat

berpendapat bahwa seorang suami tidak boleh menguasakan atau mewakilkan

kepada perempuan lain dalam urusan mentalak istrinya, sechingga jika jatuh talak
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maka talaknya batal ( tidak jatuh ). Lain halnya dengan mazhab hanafi talak
tersebut sah.

dengan demikian seorang kuasa hukum perempuan dalam perkara
mengucapkan ikrar talak tidak sah di tinjau dari hukum islam, dan tidak sah
mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama mewakili suami
atau seorang laki-laki, maka perlu adanya undang-undang yang pasti tentang

masalah ini.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji beberapa permasalahan tentang pengucapan ikrar talak
yang di subtitusikan kepada pengacara perempuan di depan Pengadilan, maka
dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan kuasa ikrar talak dalam perkara cerai talak yang dilakukan
oleh kuasa hukum baik laki-laki maupun perempuan, harus dituangkan dalam
akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh
penguasa, menurut ketentuan- ketentun yang telah ditetapkan baik dengan
maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan. Sesuai dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas dan pasal 70 ayat 4 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.

Perlu diketahui bahwasanya jumhur ulama menyatakan bahwa talak
adalah urusan dari laki-laki dan iddah adalah urusan dari perempuan seperti yang
di jalaskan oleh hakim tantowi diatas bahwasanya yang boleh mentalak istri

adalah seorang laki-laki.
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Jbr 3 6oy el 3k

Di terangkan bahwasanya yang berhak mentalak istri adalah suami atau

wakil yang ditunjuk adalah seorang laki-laki juga. Dan di jelaskan juga dia atass
bahwa mazhab syafi’i, maliki dan hanbali sepakat berpendapat bahwa seorang
suami tidak boleh menguasakan atau mewakilkan kepada perempuan lain dalam
urusan mentalak istrinya, sehingga jika jatuh talak maka talaknya batal ( tidak

jatuh).

. Saran

Bahwa walupun bermunculanya para advokat perempuan yang aktif di
lingkungan peradilan, maka perlu adanya peraturan yang mengatur secara detail
mengenai kewenangan dan lingkup otoritasnya seorang kuasa hukum
perempuan.agar tidak ada kesenjangan atau kerancuan dalam hukum, walaupun

sebenarnya hukum tidak membeda-bedakan orang.
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